BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.7.24.2/ %3 /2026
TENTANG
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) dalam
pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu
membentuk Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam
Pelaksanan Program Jaminan Kesehatan Nasional di
Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam
Pelaksanan Program Jaminan Kesehatan Nasional di
Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3827);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);




Hulcum Se

10,

11.

1.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6886);

. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja
Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi
Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6952);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia
Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun
2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional
(Lembaran Negara Repubik Indonesia 2024 Nomor 82);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang
Penyelenggara Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);



Memperhatikan:

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi
Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 803);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan
dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoensia tahun
202 Nomor 315

15. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

1. Surat Kepala Cabang Kantor BPJS Kesehatan Tapaktuan
Nomor : 192/1-12/0226, Tanggal 09 Februari 2026, Hal ini
Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAN

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN

ACEH SINGKIL.

Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanan

Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Aceh

Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan

Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Kesehatan

Nasional di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud

pada diktum kesatu memiliki tugas:

a. melakukan sosialisasi regulasi dan budaya yang beriorintasi
pada kendali mutu dan kendali biaya;

b. meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (Fraud),

c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan/atau
tata kelola klinis yang baik;

d. melakukan upaya deteksi dan penyelesaian kecurangan
(Fraud);

e. melakukan monitoring dan evaluasi; dan

f. Pelaporan.




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Aceh
Singkil dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
kepada Bupati Aceh Singkil.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
(DPA-SKPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekelirunan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 Fbroary 20
25 Sya'ban, 44z H

FUPATI ACEH SINGKIL, -6

L4

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di

Singkil.

Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil.-



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

PROVINSI ACEH
NOMOR 400.7.24.2/ %% /2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM  PENCEGAHAN
KECURANGAN (FRAUD) DALAM

PELAKSANAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN
ACEH SINGKIL.

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO JABATAN POKOK S T
1 | Bupati Aceh Singkil Pengarah
2 | Pj.Sekretaris Daerah Kab.Aceh Singkil Penanggungjawab
3 | Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Ketua I
4 | Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Ketua II
5 | Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Sekretaris I
Kepala Bidang Pelayanan Kesechatan Dan Sumber Daya '

& Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil BeEsta

- Asisten Pemerintah, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Fo——
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil 88
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Anggota
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembagunan Daerah

9 | Kabupaten Aceh Singkil Anggota

10 Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kavioets
Kabupaten Aceh Singkil 88

11 P%h.Ke.:pala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Anggota
Singkil

12 Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional Anggota
Cabang Tapaktuan
Inspektur Pembantu Wilayah II Pada Inspektorat Kabupaten

15 Aceh Singkil Wi

14 | Kepala Sub Bagian Hukum Kepegawaian dan Umum Dinas Aftaits.
Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil g8

15 Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Asidota
Kabupaten Aceh Singkil g8

16 | Ketua Organisasi Profesi Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Anggota

,&BUPATI ACEH SINGKIL, ‘é

SAFRIADI QYON




